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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Menimbang

BERBASIS WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan
menghasilkan limbah medis yang berpotensi
menimbulkan risiko penularan penyakit dan gangguan
kesehatan lainnya serta pencemaran lingkungan hidup,
sehingga perlu dilakukan pengelolaan limbah medis;
bahwa pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan
kesehatan belum optimal karena jumlah dan kapasitas
pengelola limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan
masih terbatas dan tidak seimbang dengan jumlah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan limbah
medis sehingga perlu dukungan pemerintah daerah
untuk memfasilitasi pengelolaan limbah medis di
wilayahnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengelolaan

www.peraturan.go.id



2020, No.804

Mengingat

Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis

Wilayah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN BERBASIS WILAYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Limbah Medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis
pelayanan kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat.

Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Berbasis Wilayah adalah upaya pengelolaan limbah
medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang seluruh
tahapannya dilakukan di suatu wilayah sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pengelola Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang selanjutnya disebut Pengelola adalah perusahaan
berbentuk badan hukum yang melakukan pengelolaan
Limbah Medis di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
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menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS WILAYAH

Pasal 2

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan

pengelolaan Limbah Medis.

(1)

Pasal 3

Dalam rangka meminimalkan risiko pencemaran
lingkungan dan dampak kesehatan, penyalahgunaan
Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan
mengoptimalkan pengelolaan Limbah Medis Fasilitas
Pelayanan Kesehatan di suatu wilayah, diselenggarakan
Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Berbasis Wilayah.

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Medis
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah
memfasilitasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak
mampu mengelola limbah medisnya sendiri melalui
penyediaan Pengelola.

Penyediaan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan melalui pembentukan unit pelaksana
teknis daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau
bekerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 4
Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah terlebih dahulu
melakukan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Berbasis Wilayah dilakukan melalui pengelolaan Limbah
Medis secara:
a. internal; dan

b. eksternal.

Pasal 6

(1) Pengelolaan Limbah Medis secara internal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi tahapan:
a. pengurangan dan pemilahan;

b. pengangkutan internal;
c. penyimpanan sementara; dan
d. pengolahan internal.

(2) Pengelolaan Limbah Medis secara internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dan dapat difasilitasi oleh
Pemerintah Daerah.

(3) Pengurangan dan pemilahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Pengangkutan internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dengan menggunakan alat angkut tertutup beroda
menuju tempat penyimpanan sementara limbah bahan
berbahaya dan beracun.

(5) Penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan pada tempat penyimpanan

sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang
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